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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi 

nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang 

lebih baik bagi masyarakat di daerah (Dwi, 2008). Otonomi daerah di satu sisi 

memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain 

memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah juga 

bermuara pada keinginan daerah untuk memekarkan wilayahnya.  

Alasan pemekeran daerah salah satunya untuk meningkatkan pelayanan 

publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan 

pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, 

otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal 

bangsa indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, 

ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah 

pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi 

merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era-globalisasi 

ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2000) 

Di satu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah 

daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah 
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diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antar pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya 

kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkosentrasi 

di pusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran 

munculnya desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan. Artinya 

pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan 

diselesaikan oleh pemerintah pusat. Di era otonomi sekarang ini diharapkan daerah 

menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya, yang ditandai dengan 

makin kuatnya kapasitas fiskal atau PAD suatu daerah. 

 Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, 

daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana 

Perimbangan. Fenomena yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu 

menggantungkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai Belanja Modal 

dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat 

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan 

berusaha agar pada periode berikutnya Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh tetap 

porsi nominalnya. 

 Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan 

fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan 

pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai 

kegiatan tersebut. Kebutuhan Belanja Daerah yang semakin meningkat maka 
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dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah 

dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka 

diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan 

masyarakat menjadi meningkat. 

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara 

efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 

pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah 

pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. 

Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus 

menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah.  

Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut 

: pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase 

tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat. Dan metode kedua, 

perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan 

mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonom (Ulum, 2004): 51). 

Berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme 

pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana 

perimbangan kepada pemerintah daerah.  

Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping 

dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan 
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sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain 

penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut 

diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dari transfer dana perimbangan 

kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara 

pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Pada praktiknya, 

transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah 

untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah 

dilaporkan dan diperhitungakan dalam APBD. 

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk 

transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika Pemerintah Daerah 

merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana transfer (dana 

perimbangan) dari pada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan 

mengakibatkan pemborosan belanja daerah, maka hal tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya fenomena Flypapaer Effect. 

Flypaper Effect adalah fenomena utama dalam penelitian ini. Flypaper 

Effect itu sendiri merupakan resppon yang asimetris terhadap peningkatan dan 

penurunan penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Menurut (Mentayani 

et al., 2012) Flypaper Effect merupakan suatu kondisi keuangan Pemerintah Daerah 

yang membelanjakan lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana 

transfer atau DAU dibandingkan dengan menggunakan  dana  sendiri  atau  PAD.  

Fenomena  Flypaper  Effect  menurut  (Listiorini, 2012) terjadi dalam dua versi. 

Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah 

yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer 
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yang tinggi dari elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. (Oates, 

1999) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap 

transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut flypaper effect (Abdullah & 

Halim, 2003) 

(Abdullah & Halim, 2003) melakukan pengujian adanya flypaper effect 

pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 

2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa flypaper effect terjadi 

pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian 

tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena 

menurut Abdullah & Halim (2003) pemerintah daerah kabupaten/di Jawa-Bali 

memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota 

di luar Jawa-Bali. 

 Menanggapi hal tersebut, (Mutiara & Rusdi, 2006) melakukan penelitian 

yang sama pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatra pada tahun 

2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Abdullah & 

Halim (2003) yaitu DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD 

periode t-1 terhadap Belanja Daerah t. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan 

PADt secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t, hasilnya PAD tidak 

signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Adi & Ekaristi, 2009) 

Pulau Sumatera merupakan pulau yang provinsinya mengalami pemekaran. 

Secara administratif, saat ini Pulau Sumatera terdapat 10 provinsi. Berikut 

menyajikan mengenai Provinsi di Pulau Sumatera sebelum dan sesudah pemekaran. 
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Tabel 1 1Provinsi Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera 

Provinsi Sebelum 

Pemekaran 

Provinsi Setelah Pemekaran 
Tahun 

Pemekaran Provinsi Induk 
Provinsi 

Pemekaran 

Provinsi Riau Provinsi Riau  
Provinsi 

Kepulauan Riau 
2002 

Provinsi Sumatera 

Selatan 

Provinsi Sumatera 

Selatan 

Provinsi Bangka 

Belitung 
2000 

 

Sumber: wikipedia.id 

Alasan pemekeran daerah salah satunya untuk meningkatkan pelayanan 

publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.  Pada 

perkembangannya, tingkat kemandirian Pemerintah Daerah justru terkadang tidak 

mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan apabila 

Pemerintah Daerah justru lebih menggantungkan diri pada dana transfer dari pusat 

terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Bila 

Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat dan mendorong pemerintah daerah 

melakukan Belanja Daerah lebih besar, Dana transfer dari pemerintah pusat 

diharapkan secara efektif dan efisen digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunan dana tersebut 

sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.  

Pemerintah daerah diharkpan dapat meningkatkan pendapatan daerah agar 

dapat menjadi sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi 

utama sehari hari. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan dalam rencana 

peningkatan kemampuan dari segi keuangan agar tidak harus selalu bergantung 

pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan representasi 

pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Flypaper effect Pada 

Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan 

Riau dan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2002 – 2018”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi suatu rumusan masalah yaitu, sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 

Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Bangka Belitung, 

Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan  dan Provinsi Riau pada 

tahun 2002 – 2018 ? 

2) Apakah terjadi Flypaper Effect di Provinsi Bangka Belitung, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan  dan Provinsi Riau pada tahun 

2002 – 2018 ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi  

Umum (DAU) terhadap Belanja daerah di Provinsi Bangka Belitung, Provinsi 

Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan  dan 

Provinsi Riau. 

2) Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya Flypaper Effect di Provinsi Bangka 

Beltung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi 

Sumatera Selatan  dan Provinsi Riau. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian ini ditunjukkan untuk berbagai pihak yang berkepentingan yang 

dijabarkan sebagai:  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai tambahan informasi kepada 

pembaca dalam bidang keuangan daerah terutama mengenai bagaimana cara 

mengatasi pengeluaran pemerintah yang berlebih atau Flypaper Effect terhadap 

Belanja Daerah Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau pada Tahun 2002 - 

2018. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada 

pemerintah daerah akan pentingnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang 

dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan 

daerah dan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah agar tidak terlalu 

bergantung kepada Dana Alokasi Umum yang telah diberikan oleh pemerintah 

pusat. Selain itu juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan 

belanja daerah 
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